IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA/TERDAKWA MENURUT PASAL
52 KUHAP PADA PERKARA PIDANA DALAM RANGKA MENCARI
KEBENARAN MATERIIL

Skripsi

Oleh

SONIA SEPTIANA GUSRI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019



ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA/TERDAKWA MENURUT PASAL
52 KUHAP PADA PERKARA PIDANA DALAM RANGKA MENCARI
KEBENARAN MATERIIL

Oleh
SONIA SEPTIANA GUSRI

Hak berdasarkan Pasal 52 bagi tersangka/terdakwa yang memberikan jaminan
(adanya kebebasan) untuk tidak memberi keterangan yang dapat memberikan atau
merugikan dirinya, sehingga tidak perlu menjawab setiap pertanyaan yang
diajukan kepadanya. Adapun alasan rasional dari hak tersebut, karena sistem
Hukum Acara Pidana yang dianut adalah meletakan pembuktian kepada penuntut
umum (burden of proof) bukan kepada tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa
dapat saja tidak menjawab pertanyaan atau berdiam diri atas peratanyaan yang
dapat dianggap menjadi alat bukti bagi pemeriksa karena dapat memperberat
tersangka/terdakwa atas keterangan yang diberikan. Berdasarkan latar belakang
tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah
Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 KUHAP Pada Perkara
Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil dan Faktor apa saja yang
menghambat dan mendukung Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52
KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dariHakim
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Advokat
Lembaga Bantuan Hukum dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa
implemtasi Hak Tersangka/Terdakwa di dalam proses komunikasi pengetahuan
antara tersangka/terdakwa dengan penegak hukum jaksa atau hakim di lain pihak
ability atau pengetahuan para pihak terutama terdakwa sangat berperan dalam
usaha untuk mendapkan kebenaran materiil dalam suatu perkara, dikarenakan
kurangnya waktu dan terdapat ketidak seimbangan pengetahuan antara terdakwa
dengan penegak hukum jaksa atau hakim di lain pihak adalah merupakan
kesulitan dalam proses persidangan.Faktorpenghambatnya adalah kurangnya
tingkat ability atau pengetahuan para pihak terutama tersangka/terdakwa sangat
berperan dalam usaha untuk mendapatkan kebenaran materil dalam suatu perkara.
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Adapun saran yang diberikan penulis yaitu penegak hukum (hakim dan jaksa)
diharapkan mempunyai waktu dalam proses komunikasi dengan tersangka atau
terdakwa dari sudut Hak Asasi Manusia untuk meminta keterangan dalam
mencari kebenaran materil dan diharapkan pula perbedaan pengetahuan tentang
hukum antara penegak hukum (hakim dan jaksa) dan tersangka atau terdakwa
tidak dijadikan alat oleh penegak hukum tersebut untuk tidak mendapatkan
kejelasan informasi dari tersangka dalam mencari kebenaran materiiil.
Kemudian Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang
sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum
maupun penasihat hukum terdakwa.

Kata kunci: Implementasi, Hak Tersangka/Terdakwa, Perkara Pidana,
Kebenaran Materiil
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara indonesia memiliki tanggung jawab global dalam bidang pencegahan dan
perlakuan terhadap pelaku kejahatan (tersangka/terdakwa) agar tidak sewenang-
wenang, melanggar hak-hak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia
(HAM).Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga
takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran

hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan.

Kesenjangan pemahaman hak-hak tersangka/terdakwa oleh penyidik, penuntut
umum, hakim sebagai penegak hukum (law enforcement official) maupun
tersangka/terdakwa sebagai pencari keadilan (justitiabelen) dapat terjadi di
kalangan mereka,antara lainnya menyatakan, hal ini sering kali terbukti dengan
adanya kesenjangan antara spirit Undang-Undang yang asli (the original legal
spirit) dengan spirit yang berkembang pada saat itu hukum dilakukan untuk
berpikir antisipatif terhadap nilai-nilai yang diakui bangsa—bangsa beradab yang
ddiadopsi oleh lembaga-lembaga international yang memuat spirit jauh lebih maju

(the destred legal spirit).

"Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Undip. 2002. him.51



Hak-Hak tersangka/terdakwa secara garis besar diatur dalam KUHAP
sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Hak-Hak
tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP merupakan salah satu keunggulan
dibandingkan hukum acara yang lama (HIR). Sebagai ketentuan yang bersifat
abstrak, perbedaan prepsepsi danpemaham atau interprestasi terhadap norma
tersebut oleh kalangan hukum dan pencari keadilan dapat menyebabkan dalam

pelaksanaan atau kekuatan hukumnya.

Perbedaan persepsi dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain karena :
(1) Norma yang mengatur hak-hak tersebut tidak jelas, sehingga interpretasi
terhadap norma darikalangan penegak hukum maupun pencari keadilan,

(2) Latar belakang kepentingan masing-masing petugas.

Contoh, dapat dikemukakan hak yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang
menyatakan sebagai berikut: “Dalam pemeriksaan ditingkatkan penyidikan dan
pengadilan tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas
kepada penyidik atau hakim”. Penafsiran Pasal ini dapat menimbulkan perbedaan
pengertian antara pencari keadilan (tersangka/terdakwa atau pengacara) dengan
penegak hukum. Akibatnya dalam pelaksanaan proses peradilan pidana ‘“hak”
tersangka/terdakwa “tidak sesuai” antara normatif dan empiris. Jika dikaji lebih
lanjut “pengertian tidak sesuai (adanya kesenjangan)” tersebut, secara juridis
dalam kenyataan “terdapatpelanggaran” terhadap hak asasi yang sebenarnya harus

dilindungi dan dipertahankan dalam suatu negara hukum.

Bagi tersangka/terdakwa hak berdasarkan Pasal 52 tersebut, dapat diartikan

memberikan jaminan (adanya kebebsan) untuk tidak memberi keterangan yang



dapat memberikan atau merugikan dirinya, sehingga tidak perlu menjawab setiap
Pertanyaan yang diajukan kepadanya. Adapun alsan rational dari hak tersebut,
karena sistem Hukum Acara Pidana yang dianut adalah meletakan pembuktian
kepada penuntut umum (burden of proof) bukan kepada tersangka/terdakwa.
Tersangka/terdakwa dapat saja tidak menjawab pertanyaan atau berdiam diri atas
peratanyaan yang dapat dianggap menjadi alat buktibagi pemeriksa karena dapat
memperberat tersangka/terdakwa atas keterangan yang diberikan. Jadi jika hak ini
dilakukan, maka ini tidak berarti mempersulit petugas dalam mencari pembuktian

ataupun mempersulit pemeriksaan, sebab masih ada alatpembuktian lain.

Pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk

e.

Keterangan terdakwa.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP, dalam sistem pembuktian selain
dinyatakan harus minimal dua alat bukti untuk menjatuhkan pidana, juga hakim
harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah. Jadi dianut sistem pembuktian negatif, persepsi
pencari keadilan (tersangka/terdakwa), hak ini memperbolehkan kepada mereka
menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya berdasarkan untuk berdiam diri
(the right remain silent). Dengan kata lain dalam hubungan dengan pembuktian

“keterangan” tersangka/terdakwa tidak merupakan hal pokok.2

’Oemar Seno. Adji.Perkembangan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Sekarang Dan Masa Akan
Datang. Jakarta. Pancuran Tujuh. 1980. him. 60.



Dalam usaha mendapatkan alat bukti, bagi penegak hukum Kketerangan
tersangka/terdakwa ini menjadi suatu hal yang sangat prinsip atau penting,
sehingga diusahakan agar tersangka/terdakwa memberi jawaban (keterangan) atas
pertanyaan penyidik, penuntut umum maupun dari hakim. Pasal 175 KUHAP
antara lain menyatakan bahwa, “jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak

menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya”.

Dalam praktik anjuran untuk menjawab ini disertai penekanan secara psikologis
terhadap terdakwa dalam bentuk ucapan (peringatan) jika terdakwa tidak
menjawab pertanyaan yang diajukan akan mempersulit jalannya persidangan.® Hal
ini dapat dianggap sebagai faktor-faktor yang memperberat dalam memberikan
pertimbangan penjatuhan pidana, padahal apabila kita perhatikan penjelasan dari

Pasal tersebut dinyatakan :

“Supaya pemeriksaan mendapat hasil yang tidak menyimpang dari pada
yang sebenarnya, maka tersangka/terdakwa harus di jauhkan dari rasa takut.
Oleh karena itu harus wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap

tersangka/terdakwa”.

Berdasarkan penjelasan KUHAP tersebut memang tidak secara tersurat
tersangka/terdakwa berhak diam diri, tidak menjawab pertanyan sesuai dengan
haknya yang dimuat dalam KUHAP, tetapi secara tersurat hak berdiam diri
tersebut ada, mengingat memberi keterangan secara ‘“bebas” bermakna dapat

memberi keterangan dan dapat pula tidak memberi keterangan.

3Soedarto. Hakim Dan Hukum Pidana. Bandung. Alumni. 1981. him. 60



Pasal yang tidak jelas juga dapat ditemukan di dalam KUHAP vyaitu tidak ada
penjelasan (dinyatakan cukup jelas) sehingga menimbulkan penafsiran yang
berbeda baik dari penegak hukum maupun pencari keadilan. Contohnya Pasal 54
dan Pasal 55 KUHAP, Pasal mana mengatur tersangka/terdakwa untuk mendapat
bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Jika
dilihat dari penjelasan Pasal-Pasal tersebut, dinyatakan Pasal 54, 55 cukup jelas,
padahal dalam peraktek pelaksanaan hak tersebut terdapat perbedaan penafsiran,
yaitu sejak kapankah hak itu dapat digunakan oleh tersangka/terdakwa, berbeda

dengan penafsiran penegak hukum.

“ketentuan bahwa pemeriksa atau penyidik harus memberi tahukan
tersangka atau terdakwa bahwa ia berhak untuk berdiam diri tidak
menjawab pertanyaan sebelum pemeriksaan dimulai, terlampau jauh dan
berlebihan. Hal Ini sangat mempersulit pemeriksaan atau penyidik dalam

usaha mencari kebenaran demi kepentingan umum.”

Adapun penulis memberikan satu contoh kasusnya sebagai berikut: Sidang
perdana kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto digelar di Pengadilan
Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017). Namun, Setya Novanto hanya diam
saat ditanya hakim soal nama, agama, dan pekerjaan. Ketua DPR nonaktif itu
justru mengaku sakit. Dia juga mengeluh tidak diberi obat saat mengaku diare
kepada dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut cerita lengkap
jalannya sidang perdana Setya Novanto sebelum diskors oleh majelis hakim:
- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Yanto, "Sidang perkara pidana Nomor
130/KPK 2017 PN Jakpus atas nama Setya Novanto kami buka dan kami
nyatakan terbuka untuk umum."

- Jaksa Irene, "Kepada terdakwa Setya Novanto untuk masuk ke ruang
sidang."


https://www.liputan6.com/news/read/3194031/setya-novanto-mengaku-5-hari-diare-dan-tak-diberi-obat-oleh-kpk

- Hakim Yanto, "Saya mau nanya dulu sesuai KUHAP. Nama Saudara?....
Nama Saudara?.... Nama Saudara?.... Setya Novanto?

- Setya Novanto, "Setya Novanto, Pak," dengan suara lirih.

- Hakim Yanto, "Nama Saudara?"

- Hakim Yanto, "Apakah Saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan
saya?"

- Setya Novanto diam, "...."

- Hakim Yanto, "Saudara JPU, apakah terlebih dahulu diperiksa dokter
sebelum dihadirkan ke sini?"*

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas dalam KUHAP tidak secara tersurat
tersangka/terdakwa berhak diam diri, tidak menjawab pertanyaan sesuai dengan
haknya yang dimuat dalam KUHAP, tetapi secara tersurat hak berdiam diri
tersebut ada, mengingat memberi keterangan secara “bebas” bermakna dapat
memberi keterangan dan dapat pula tidak memberi keterangan. Kedudukan hakim
disini harus lebih karena Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan,
dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan
intektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan
rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada
berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang

dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning.

Hal tersebut mengandung makna perbedaan dimana suatu Pasal tergantung dari
sudut mana dan siapakah yang menafsirkan undang-undang. Berdasarkan hal-hal
tersebut diatas, maka kepastian, perlindungan dan keadilan hukum bagi pencari

keadilam sulit dicapai dan sekaligus memberikan gambaran bahwa KUHAP

*https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/08550621/10-hal-menarik-dalam-sidang-perdana-
setya-novanto

5Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial.
Jakarta. 2009.



secara normatif dianggap tidak jelas karena ada beberapa pasal yang bersifat
kabur dan elastis. Oleh karenanya timbul rasa ketidakpuasan terhadap KUHAP
tersebut, antara lain tidak mempunyai kepastian hukum (kekuatan mengikat) bagi

setiap subjek hukum (terutama tersangka/terdakwa) yang diaturnya.

Sehubungan dengan hal ini dan ketertiban hukum yang bercerminkan keadilan
dan kebenaran perlu ditingkatkan. Istilah ditingkatkan sebenarnya memberi
makna bahwa usaha serupa sebelumnya telah dilakukan, tetapi masih perlu upaya
untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi dari hasil semula. Istilah kepastian dan
ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam penggalan
kalimat tersebut diatas, mengandung arti bahwa kaidah-kaidah hukum agar
dilaksanakan dari konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan
(konkrit). Hal ini karena hukum adalah ide-ide atau konsep-konsep yang
mencermikan keadilan dan kebenaran hukum, yang diatuangkan dalam bentuk
peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu harus diimplementasikan,
sehingga menimbulkan kepastian dan ketertiban hukum serta keadilan dan

kebenaran dalam kehidupan masyarakat pendukung hukum tersebut.

Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya
seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas. Teori pembuktian
menuntut keyakinan hakim semata (conviction intime). Pada sistem pembuktian
berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan
keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem
“Conviction Intime”, kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka

sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan



hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu
peraturan yang dapat membatasi keyakinan hakim tersebut. Hal ini dimaksudkan

agar hakim tidak menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya tersebut.

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan
terdakwa, tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan selektif
dalam arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan
jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.Teori pembuktian ini disebut juga
pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan

keyakinannya (vrije bewijstheorie).

Selanjutnya berdasarkan “Negatief Wettelijk Bewijstheorie”, bahwa antara alat
pembuktian yang sah menurut undang undang dengan keyakinan hakim terdapat
suatu kerja timbal balik (wisselwerking) dimana alat pembuktian yang sah
menurut Undang-Undang harus dapat menimbulkan keyakinan hakim, dan
sebaliknya keyakinan hakim harus diperoleh atau ditimbulkan dari alat
pembuktian yang sah menurut undang undang. Sehingga dengan perkataan lain,
keyakinan Hakim tersebut tidak bisa diperoleh atau ditimbulkan oleh persangkaan

(vermoedend) saja.

Peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tidaklah diartikan telah lengkap dan
sempurna, melaikan merupakan suatu kerangka yang memerlukan
penyempurnaan atau dengan kata lain peraturan-peraturan hukum tersebut
bukanlah merupakan suatu yang sudah rampung untuk menyempurnakan perlu

aparat yang mealaksankan atau mewujudkan tujuannya, maka diperlukan aparat

®Andi.Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984. him.
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yang profesional, dalam arti ketekunan, intelegensia dan pandangan-pandangan
yang sesuai dengan makna hukum itu sendiri. Membentuk aparatur hukum yang
profesional berarti memeiliki kemampuan yang tidak hanya pengatahuan hukum
saja (aspek cognitive), tetapi juga kemampuan dan keterampilan hukum (legal
skills) serta tanggung jawab dalammelaksanakan hukum. Apabila hal ini dapat
terjadi, maka diharapkan meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah

terutama aparatur pengak hukum.

Dalam praktek hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak melihat atau
berpedoman pada keterangan tersangka/terdakwa (untuk mencari kebeneran
materil),tetapi hakim hanya melihat berita acara hasil pemeriksaan penyidik dan
tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis
tertarik untuk menulis karya ilmiah skripsi yang berjudul Implementasi Hak
Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 KUHAP pada Perkara Pidana

dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah implementasi Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52
KUHAP pada perkara pidana dalam rangka mencari kebenaran materiil?

b. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Hak Tersangka/Terdakwa
menurut Pasal 52 KUHAP pada perkara pidana dalam rangka mencari

kebenaran materiil?
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2. Ruang lingkup

Agar penelitian dan pembahasan tulisan ini mencapai sasaran, substansi mengenai
kajian Hukum Pidana khususnya Hukum Acara Pidana atau Hukum Formil dalam
rangka mewujudkan kebenaran materiil maka diperlukan Pembatasan atau ruang
lingkup masalah. Adapun ruang lingkup permaslahan dalam Skripsi hanya
membicarakan masalah Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52
KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil. Lokasi

penelitian ini di wilayah Bandar Lampug pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di
atas :

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui implementasi Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52
KUHAP pada perkara pidana dalam rangka mencari kebenaran materiil.

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Hak
Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52 KUHAP pada perkara pidana dalam

rangka mencari kebenaran materiil.

2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalamrangka pengembangan teori-teori bagi para penegak hukum dalam
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rangkamengungkap kebenaran materiil dalam proses persidangan. Selain itu,
melengkapidan menambah bacaan-bacaan yang mungkin sudah ada, yang

menyangkut masalah tersebut.

b. Kegunaan Praktis
Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi
bagipenegak hukum mengenai masalah proses persidangan perkara pidana dalam

rangka mencari kebenaran materiil.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.”

Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan tentang tujuan hukum sebagai

Berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk acara dan mendapatkan atau
setidak-tidaknya mendekati kebeneran materiil, ialah kebenaran yang
selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum
acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan pelanggaran hukum, dan
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan
selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Andi Hamzah memandang tidak tepat kata-kata “setidaknya-tidaknya mendekati

kebenaran materiil” yang terdapat dalam rumusan pedoman pelaksaan KUHAP

"Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1986.
him. 125
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tersebut di atas seharusnya kata-kata itu dihapuskan.® Menurut J.M. van
Bemmelen pada umumnya pengarangan hukum acara pidana menunjuk
“menemukan kebenaran” Sebagai tujuan hukum acara pidana. Sedangkan menurut
D. Simons dalam usaha hakim menemukan kebenaran materiil sebenarnya terikat
kepada batas-batas dakwaan yang diajukan oleh jaksa. Hakim seharusnya tidak

puas dengan kebenaran formil yang telah ditemukannya.®

Meskipun hakim terikat kepada surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di
sidang pengadilan, ia bebas untuk mendapatkan bukti-bukti termasuk pemeriksaan
saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan terdakwa atau
pembelanya) untuk memperkuat keyakinannya. Dalam hal ini termasuk para
saksi-saksi dan para ahli yang belum didengar sebelumnya. Dalam hal usaha
hakim menemukan kebenaran materil, ia tidak mesti melimpahkan sesuatu kepada
hakim perdata dan putusan hakim perdata tidak mengikat hakim pidana. Hal ini
tidak disebut oleh KUHAP, namun dalam memorie van teolichtin gNed SV. Hal
tersebut dijelaskan mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana:

1. Mencari dan menemukan kebenaran.

2. Pemberian keputusan oleh hakim.

3. Pelaksanaan keputusan.

Di antara tiga fungsi tersebut, yang pertamalah yang terpenting. Oleh karena itu
definisi de Bodch kemper : “keseluruhan asas-asas dan peraturan Undang-Undang

menegenai mana negara menjalankan hak-haknya karena terjadinya pelanggaran

8Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.2001.
him. 23
*Ibid.
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Undang-Undang Pidana” dan defenisi Simon tersebut dimuka tidak tepat karena

mencari kebenaran hukum acara pidana telah dilupakan. '

Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materiil menurut
Andi Hamzah itu hanya merupakan tujuan akhir. Artinya ada tujuan akhir yaitu
yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mecapai suatu

masyarakat yang tertib, tentram, damai adil dan sejahtera (tat tentrem rahaja).

2. Konseptual

Sesuai dengan judul skripsi ini, ada beberapa istilah yang dapat diberikan definisi

konseptualnya, yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan/penerapan, sedangkan pengertian umum
adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara
cermat dan rinci.™

2. Tersangka adalah dalam orang yang disangka telah melakukan suatu tindak
pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk
dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk
diperiksa di persidangan.*?

3. Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana

dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan.*®

YAdami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian |. Makasar. PT Radja Grafindo. Persada.
2002. him. 12

“Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai
Pustaka. HIm. 80

pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1982. Departemen
Kehakiman Republik Indonesia.

3Kadri Husin. Pelaksanaan Hak Tersangka/Terdakwa Menurut KUHAP. Jakarta. Pasca Sarjana
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1997. him. 10
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Pasal 52 KUHAP adalah dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan
pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara
bebas kepada penyidik atau hakim.**

Perkara pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang (oleh undang-
undang)yang apabila dilakukan atau dialapakan, maka orang yang melakukan
atau berhadapan dengan hukum.™

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkapnya yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah
pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan
selanjutnya memintapemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan

apakah orang yang didakwa itu dapatdipersalahkan.'®

Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini, penulis menguraikan secara garis besar dengan

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran

tentang materi pembahasan. Adapun garis-garis besar dalam penulisan ini adalah

sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Ypedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 1982. Departemen
Kehakiman Republik Indonesia.

Barda Nawawi. Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung. PT. Citra Aditya
Bhakti. 1996. him. 120

®*Andi.Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1984. him.
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Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup,
maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan

konseptual, serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka menguraikan tentang sistem penyelenggaraan peradilan
pidana, kedudukan tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana, peranan Jaksa

Penuntut Umum dalam persidangan, peranan hakim dalam persidangan.

METODE PENELITIAN

Merupakan bab pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban dari
permasalahan yaitu untuk mengetahui apakah kebenaran materiil dapat
masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan

pengelolahan data, serta analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban dari
permasalahan yaitu untuk mengetahui apakah kebenaran materiil dapat
terungkap dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan

mendukung dalam mengungkap kebenaran materiil tersebut.

PENUTUP
Bab ini merupakan bab penuntut dari penulisan skripsi ini yang secara
ringkas menyimpulkan hasil pembahasan dan penulisan juga memberikan

saran-saran yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak-Hak Terdakwa dan Tersangka

1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan
ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah
tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada Pasal 1 butir 14 KUHAP
bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa terdakwa berasal dari kata
dakwa yang berarti tuduhan yang mendapatkan imbuhan ter- sehingga mengarah
kepada subjek. Terdakwa adalah orang yg didakwa (dituntut, dituduh). Dalam
Kamus Hukum, Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu
tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka
persidangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu pada
Pasal 1 butir 15 KUHAP bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang
dituntut, diperiksa, dan diadili di siding pengadilan. Dalam Wetboek van

Strafvordering adanya pembedaan antara tersangka dan terdakwa supaya lebih
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jelas dan tersendiri bahwa istilah tersangka sebelum dilakukannya penuntutan

sedangkan pemakaian istilah terdakwa setelah dilakukan penuntutan.*’

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, yang
dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di

persidangan.

2. Miranda Rule dengan Pasal 52 KUHAP

Indonesia ada beberapa prinsip Miranda Rule, Miranda Warning atau Miranda
Principle yang diakomodir di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang
KUHAP, maka istilah Miranda Rule menjadi ikut populer di dalam penegakan

hukum pidana di Indonesia.

Miranda Rule adalah merupakan hak konstitusional yang bersifat universal
dihampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang
berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati Miranda Rule ini.
Komitmennya terhadap penghormatan Miranda Rule telah dibuktikan dengan
mengadopsi Miranda Rule ini ke dalam system Hukum Acara Pidana kita yaitu
sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (1) UU No.8 tahun 1981 yang

lebih dikenal dengan KUHAP.

Secara umum prinsip Miranda Rule (miranda principle) yang terdapat dalam
KUHAP yang menyangkut hak-hak tersangka atau terdakwa ada di dalam BAB

VI Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, sedang secara khusus

Ysudarsono. Kamus hukum. Edisi kedua. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2005. him. 10
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prinsip Miranda Rule atau miranda principle terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (1)
KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu
yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka”

Perlu diketahui bahwa yang ingin dicapai dan/atau ditegakkan di dalam prinsip
Miranda Rule yang terdapat di dalam Pasal 56 Ayat (1) tentang KUHAP adalah
agar terjamin pemeriksaan yang fair dan manusiawi terhadap diri
Tersangka/Terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk
mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari
proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan
melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan,
pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses
peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi
Manusia vide : Pasal 33, Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 18
Ayat (1) dari UU No0.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di samping itu
adanya kontrol oleh Penasihat Hukum terhadap jalannya pemeriksaan tersangka
selama dalam proses persidangan di pengadilan. Berdasarkan uraian dalam Pasal

56 Ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada
Tersangka/Terdakwa harus diancam dengan pidana mati atau 15 (lima belas)
tahun atau lebih atau yang tidak mampu di-ancam dengan pidana 5 (lima)
tahun atau lebih yang tidak punya Penasihat Hukum sendiri, Pejabat yang
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bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib
menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka (tersangka/terdakwa) ;

2. Pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasihat
Hukum sesuai dengan kerangka Pasal 114 Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHAP,
maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi
hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (undue process)

Pasal 52 KUHAP, hak memberikan keterangan secara bebas. Hal yang diharapkan

olen Polisi atau Hakim pada saat pemeriskaan adalah keterangan dari

tersangka/terdakwa karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan
titik terang atas perkara tersebut. sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan
keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, Pasal 52 KUHAP yang berbunyi,
sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada
penyidik atau hakim". Hal ini juga diatur dalam Pasal 117 (1) yang berbunyi
sebagai berikut; "Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan
tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”. Dalam memberikan
keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari
penyidik, maka tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan dan dijauhkan dari rasa
takut, supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang

sebenarnya. Apabila tersangka berada di bawah tekanan dan rasa takut maka

keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.*®

3. Hak-Hak yang Dimiliki oleh Seorang Tersangka dan Terdakwa

a. Hak-Hak Tersangka

Hak Seorang Tersangka dibedakan menjadi beberapa proses yaitu :

Proses Penangkapan

BAndi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. him. 34
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Alasan kenapa seseorang tersebut ditangkap. Bahwa seseorang ditangkap

harus ada bukti permulaan yang cukup.

Pada saat ditangkap, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah:

a. Penyidik yaitu:
Pejabat polisi Negara RI yang minimal berpangkat inspektur Dua
(Ipda).Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus UU,
yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat | (Golongan

[1/b atau yang disamakan dengan itu).

b. Penyidik pembantu, yaitu:

Pejabat kepolisian Negara RI dengan pangkat minimal brigadier dua
(Bripda). Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara
RI yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan Il/a atau yang

disamakan dengan itu).

Pada saat seseorang ditangkap dia dapat melakukan:

a. Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.

b. Meminta surat perintah penangkapannya.

c. Teliti surat perintahnya, mengenai identitasnya, alasan pengkapan, dan
tempat diperiksa.

Setelah sesorang ditangkap maka dia berhak untuk melakukan :

a. Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara.
b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada
penuntut umum.

c. Minta untuk dilepaskan setelah lewat dari 1 X 24 jam.



21

d. Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa

secara fisik.

Proses Penahanan

no

o &

o

Menghubungi dan didampingi pengacara.

Segera diperiksa oleh penyidik setelah 1 hari ditahan.

Menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk
kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapat bantuan hukum.
Meminta atau mengajukan pengguhan penahanan.

Menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan
kesehatan.

Menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga.

Mengirim surat atau menerima surat dari penasehat hukum dan sanak
keluarga tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pejabat rumah
tahanan negara.

Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Bebas dari tekanan seperti; diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara
fisik.

Proses Penggeledahan.

1.

2.

Hak-hak tersangka bila digeledah antara lain, adalah :

a. Sebelum digeledah, anda dan keluarga berhak ditunjukkan tanda
pengenal penyidik yang akan melakukan penggeledahan.

b. Anda berhak untuk tidak menandatangi berita acara penggeledahan, hal
itu akan dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

c. Dua (2) hari setelah rumah anda dimasuki atau digeledah, harus dicabut
berita acara dan turunannya diberikan kepada anda.

d. Bila anda seorang tersangka dan ditangkap polisi yang bukan penyidik,
maka anda hanya boleh digeledah (pakaian dan benda yang dibawa) bila
ada dugaan keras dengan alasan yang cukup bila anda membawa benda
yang dapat disita.

e. Bila anda seorang tersangka yang ditangkap oleh penyidik atau dibawa
kepada penyidik, maka anda bisa digeledah baik pakaian maupun badan
dan tanpa perlu ada dugaan dan alasan yang cukup.

Hak-Hak Terdakwa

Apabila seorang dengan telah dinyatakan sebagai terdakwa dalam sebuah perkara,

dia tetap memiliki haknya, adapun hak yang dimilikinya adalah sebagai berikut:
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Dalam Pasal 182 Ayat (6) KUHAP mengatur bahwa pada asasnya putusan dalam
musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali hal itu setelah
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.

b. Jika ketentuan huruf tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang

dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan
disidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani
hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).
Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim Kketua sidang wajib
memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

1) Hak segera menerima atau menolak putusan.

2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak
putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah
putusan di jatuhkan atau sesudah putusan kepada terdakwa yang tidak hadir
(Pasal 196 Ayat (3) jo 223 Ayat (2) KUHAP).

3) Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah
ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia
menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).

4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan
dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak
hadir yang terdapat dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.

5) Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1
(menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal
235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding
belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut
sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam
perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

a) Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib
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Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang
berisikan sesuatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas

perbuatan yang dilakukanya sesuai dengan amar putusan.

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan
pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta
fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana
dalam surat dakwaan. Sedangkan terhadap lamanya pidana pembentuk undang-
undang memberikan kebebasan terhadap hakim untuk menentukan antara

minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.

b) Putusan bebas
Putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di
dakwakan kepadanya tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan maka

terdakwa diputus bebas” (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

Menurut Van Bemmelen, putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak
memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah
terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa

apa yang didakwahkan tidak atau setidak—tidaknya bukan ia yang melakukan.

¢) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) diatur

dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa
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perbuatan yang didakwahkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

tidak merupakan suatu tindak pidana ”

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP mengatur formalitas yang harus dipenuhi suatu
putusan hakim yaitu:

(1) Kepala putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

(2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan perkerjaan.

(3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

(4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang
menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.

(5) Tuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan.

(6) Pasal peratutan perundang—undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau
tindakan dan Pasal perundang-undangan yang menjadi hukum dari putusan
disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

(7) Hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali pekara yang
diperiksa oleh hakim tunggal.

(8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur
dalam rumusan delik secara kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan
yang dijatuhkan.

(9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

(10) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

(11) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang
memutuskan dan nama penitera.

Pasal 197 Ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa formalitas tersebut harus
dipenuhi kecuali pada angka (7) dan (8), jika tidak maka putusan harus
ditandatangani oleh hakim dan penitera setelah putusan diucapkan. Sebelum
hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian pertimbangan yang
harus dilakukan yaitu sebagai berikut:

(@) Keputusan mengenai peristiwanya ialah apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
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(b) Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah
dan dapat di pidana.

(c) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat di pidana.*®

Bahwa yang harus dilakukan hakim sebelum menjatuhkan putusan atas suatu
perkara adalah hakim harus memperhatikan fakta-fakta atau perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumannya yang cocok untuk
fakta-fakta itu, sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah
terdakwa sendiri dapat dipidana, dan akhirnya menyusul diktum keputusan itu

sebagai konklusi.

Proses pemikiran yang berlangsung pada hakim yaitu :

1. Tahap pertama dalam memeriksa perkara adalah, menetapkan fakta-faktanya
atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini hakim harus
membuktikan semua hal yang didakwakan jaksa atau harus membuktikan
kenyataan-kenyataan manakah yang sesungguhnya telah terjadi pada waktu
dan tempat sebagaimana disebut dalam surat dakwaan. Surat dakwaan
memegang peranan yang penting karena merupakan dasar dari pemeriksaan
di sidang pengadilan.

2. Tahap kedua, hakim menetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu,
sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan
terdakwa dapat dipidana atau tidak dan apakah terdakwa itu sendiri dapat

dipidana atau tidak. Hal ini perlu ditekankan karena untuk pengenaan pidana

YSudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. PT Alumni. him 74
®Djoko Prakoso. Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana. Jakarta Cetakan .
Bina Aksara. 1987. him. 12
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itu harus dipahami betul-betul antara dapat dipidananya perbuatan (de
strafbaarheid van het feit) dan dapat dipidananya orangnya (strafbaarheid
van den persoon).

Tahap ketiga hakim menentukan diktum putusannya sebagai konklusi, dalam
hal ini hakim harus memutus sesuai dengan keyakinannya. Terlihat di sini
bahwa dalam kebebasannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat
itu hakim dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang. Dengan demikian
dalam menggunakan sarana pidana yang tidak lebih dulu ditetapkan oleh
pembentuk undang-undang. Jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh

pembentuk undang-undang mengikat dan membatasi penegak hukum lainnya.

Sudarto juga berpendapat, penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan

kuratif serta dapat di terapkan pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum

administrasi. Semua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung

dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum

yang mempunyai aturan masing-masing.”* Dengan demikian, penegakan hukum

dalam arti luas dapat melalui beberapa instrumen perangkat hukum, yaitu:

a.

Melalui perundang-undangan yang di buat oleh penetap atau pembuat
undang-undang.

Melalui penerapan hukum, yaitu bagaimana kebijakan-kebijakan yang
dilakukan oleh para penegak hukum di dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan.

ISydarto. Hukum Pidana 1 A - 1B. Purwokerto. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
1990. him. 3
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c. Melalui masyarakat luas yaitu bagaimana reaksi sosial atas adanya Undang-

undang dan pelaksanaan Undang-Undang itu oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan
terdakwa diatur dalam :
Pasal 50

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh
penuntut umum.

3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu
pemeriksaan dimulai;

2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau
terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau
hakim.

Pasal 53

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka
atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu
dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.
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Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau
terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana
lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum
bagi mereka.

2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.

2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan
penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan
negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi
dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan
baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan
tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua
tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang
lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang
bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan
bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari
pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan
tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan
penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
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Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan
penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak
keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka
atau terdakwa untuk Kkepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan
kekeluargaan.

Pasal 62

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat
hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak
keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi
tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat
hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik,
penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika
terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu
disalahgunakan.

3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa
oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan
negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat
tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang
berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari
rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi
dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala
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tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum
dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

B. Kedudukan Tersangka/Terdakwa dalam Peradilan Pidana.

KUHAP membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa. Hal itu
dituangkan dalam Pasal 1 butir 14 dan 15 sebagai berikut:

“tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patu diduga sebagai pelaku tindak pidana”
(butir 14)

“terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksadan diadili

disidang pengadilan”

(butir 15)
Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai di periksa. Salah satu hak yang
sering menimbulkan pro dan kontra dari para sarjana hukum ialah hak tersangka
atau terdakwa untuk memlih memilih menjawab atau tidak pertanyaan baik
penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim. Sering ketentuan ini di pandang
pencerminan dari akusator (accusator) yang telah dikemukakan di atas.
Kewajiban polisi atau penyidik seperti tersebut di atas tidak dikenal oleh KUHAP
Indonesia. Masalah apakah tersangka behak untuk berdiam untuk diri tidak
menjawabPertanyaan, rupanya tidak tegas dianut oleh KUHAP. Didalam KUHAP
hanya dikatakan pada Pasal 52: “Dalam dalam pemeriksaan tingkat penyidik dan
pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memebrikan keterangan secara bebas
kepada penyidik atau hakim”. Dalam penjelasan Pasal itu jelas yang di maksud
yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi jelaskan apakah tersangka

atau terdakwa berhak berdiam diri tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu
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mengatakan: “Supaya pemeriksaan dapat mecapai hasil yang tidak menyimpang
dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhi rasa
takut.Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap
tersangka atau terdakwa”.

Bagaimana baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji didalam praktek
kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wijono
Prodjodikoro, tetap ada sukar sekali menghilangkannya. Contoh lain yang
diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam terus-menerus,
sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku menurut pendapat Andi
Hamzah, kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan
menurut KUHAP seperti tersebut dimuka, masih perlu dimasyarakatkan. Hal ini
hanya mungkin dicapai kalau telah ada kesadaran hukum yang tinggi dalam
masyarakat. Bukan saja pemeriksa atau penyidik yang arus menyadari tugas yang
dipikulkan ke pundaknya vyaitu mencari kebenaran materiil demi untuk
kepentingan umum Yyang selaras dengan kepentingan individu, tetapi juga
tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan

kewajibannya dalam masyarakat pancasila ini.*?

C. Sistem Penyelenggara Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (selanjutnya disebut SPP) erat hubungan dengan istilah
Sistem penyelenggaraan peradilan pidana atau system administration of a criminal
Justice. Kata  “penyelenggaraan” adalah  peng-Indonesiaan dari

“administration”’ .Penyelenggaraan menunjuk pada adanya kegiatan-kegiatan atau

22Andi Hamzah, .Hukum Acara Pidana Indonesia Cetakan Ke-empat. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar
Grafika. 2004. him. 120
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aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan dan mengarahkan
apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) lembaga tersebut, menurut suatu
tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam
mencapai tujuan tertentu. Dalam istilah penyelenggaraan diatas, terdapat 3 (tiga)

unsur (elemen) pokok peradilan satu dan lainnya berkaitan yaitu:

1. Siapa (lembaga/institusi apa) yang melakukan penyelenggaraan peradilan
Pidana;

2. Apa (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggaraan;

3. Bagaimana (tata cara) lembaga melaksanakan wewenangnya.

Kata “siapa” menunjuk pada lembaga-lembaga mana saja yang melakukan
kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dijalankan, kata “apa” menunjuk
pada bidang atau yang dilakukan berdasarkan tugas dan wewenang yang ada
lembaga, sedang kata “bagaimana” menunjuk pada proses, tata urutan atau

mekanisme dari peradilan pidana.

Ketiga unsur tersebut berkaitan satu sama lain, apa yang dijalankan oleh suatu
lembaga adalah wewenang yang telah ditetapkan oleh ketentuan sebelumnya, dan
bagaimana menjalankan wewenang tersebut menggambarkan suatu urusan yang
teratur dan terpadu dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan peradilan pidana.
Penggunaan kata sistem dalam hal ini walupun setiap lembaga menjalankan
sendiri apa yang menjadi tugas dan wewenangnya secara terpisah karena terdapat
pembagian kekuasaan tetapi mempunyai hubungan yang erat satu dan lainnya.
Pembagian kekuasaan terkandung didalamnya pembagian kerja dari masing-
masing lembaga, tetapi tidak berarti pengaruh pada hasil kerja antar lembaga

dapat dihilangkan atau dengan kata lain dalam penyelenggaraan tugas dan
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wewenang lembaga terdapat satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mencapai
tujuannya. Berkaitan dengan “lembaga apa saja” yang melakukan peradilan
pidana, dalam hal ini belum ada kesatuan pendapat dengan kata lain para sarjana
belum mempunyai presepsi yang sama tentang unsur atau lembaga maupun

aparatur yang ikut dalam proses peradilan pidana. %

D. Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan

Dahulu, baik di Eropa (Belanda, Jerman dan lain-lainnya) maupun di Indonesia,
tidak dikenal adanya suatu lembaga penuntut umum (jaksa) yang tugasnya khusus
untuk atas nama negara atau masyarkat mengadakan tuntunan pidana terhadap
pelaku delik. Pada masa itu tidak ada perbedaan antar acara perdata dan pidana.
Pihak yang dirugikanlah yang melakukan tuntutan pidana pada hakim. Hakim
pasif mendengar dakwaan pengadu dan keterangan terdakwa. Pada masa itu

berlaku asas akuasator (accusatoir) murni.

Di Indonesia (jawa) dahulu dikenal pejabat negara yang disebut adhyaksa, tetapi
fungsinya denga hukum. Orang bugis pun dahulu tidak mengenal adanya lembaga
penuntutan umum itu. Penuntut Umum dengan kekuasaan dan organisasinya
seperti dikenal sekarang ini berasal dari Prancis. Belanda yang bercermin kepada
sistem Prancis, dan perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 mei
1848. Dikenalah suatu jabatan yang disebut Procureur Generaal (seperti jaksa
agung sekarang). Disamping itu dikenal pula istilah of ficieren van justitie sebagai

penuntut umum bagi golongan eropa dan yang dipersamakan. Dalam inlands

VN, Pillai. An approach to Crime Correction in Developing Countries.Report for 1978 and
Resource Material Series. 1978. him. 16
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Reglement dikenal magistraat sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri

sendiri diperintah oleh residen atau asisten residen.

Sesudah Inlands Reglement diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal
lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri di bawah Procureur general, bagi
orang bumi putra. Itupun dalam prakteknya, karena masih kurangnya sarjana
hukum pada masa itu, maka di kota-kota kecil jabatan magistraat itu masih
dirangkap oleh asisten residen. Di Indonesia jaksa agung dan kejaksaan tidak
tercantum dalam UUD 1945. Sedangkan hal itu disebabkan oleh telah disebutnya
Mahkamah Agung dalam Pasal 24 UUD 1945. Sebagaimana yang diketahui,
sebelum kemerdekaan dikenal Procureur Generaal selalu menempel
Hooggerechtshof selalu disebut dengan Procureur Generaal bij het
Hooggerechtshof juga dengan aturan peralihan UUD menjamin eksitensi

Kejaksaan.?*

Itu. Sebagai telah dikemukakan di muka, aturan peradilan itu telah dipertegas
dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1945 dan mulai pada tanggal 17
Agustus 1945. Bersama dengan pembentukan Kabinet Presidensial 1 pada tanggal
19 Agustus1945 telah diangkat pula Jaksa Agung yang petama. Fungsi dan
wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan kemudian diatur dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1947 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1948 yang tidak pernah diperlakukan itu. Kemudian dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang ketentuan-ketentuan Kejaksaan,
wewenang Jaksa Agung dan kejaksaan telah diatur dengan tegas. Terhadap aliran

kepercayaan khusus disebut dalam Pasal 2 Ayat (3). Dalam beberapa Undang-

Ibid. him. 120
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Undang tersebut, wewenang dibidang kepolisian preventif masih ada ditangan
Jaksa Agung, misalnya Undang-Undang Nomor 3 (pnps) 1962 Tentang
Wewenang penawanan dan pengusiran orang asing, film Ordonnaintie Tahun

1940.

Tentang pengawasan Film dan lain-lain undang-undang tersebut. Jaksa Agung
disebut dalam undang-undang tersebut sebagai Penuntut Umum tertinggi juga
mengkordinasikan alat-alat penyidik yang lain (Pasal 2 Ayat (2). Dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1961, barulah di bentuk kejaksaan tinggi yang
mengawasi Kejaksaan Negeri dan jaksa-jaksa yang berada di dalam wilayah
hukumnya. Sebelum itu, tidak ada kejaksaan tinggi yang ada ialah pengawas
Kejaksaan pada setiap propinsi yang dirangkap oleh kepala kejaksaan ibu kota
Propinsi bersangkutan. Organisasi yang terbaru diatur didalam keputusan Presiden
Nomor 86 Tanggal 29 Desember 1982. Dalam kentuan itu diputuskan bahwa
Jaksa Agung dibantu oleh 5 Jaksa Agung muda bidang pembinaan kelima Jaksa
Agung muda tersebut ialah:

1) Jaksa Agung muda bidang pembinaan (yang selaras dengan sekertaris
jendral pada departemen) yang membawahi biro-biro.

2) Jakasa Agung muda bidang pengawasan umum (yang selaras dengan
inspektur Jenderal pada Departemen) yang membawahi inspektorat-
inspektorat

3) Jaksa Agung muda bidang intelijen, yang membawahi direktorat,
berfungsi sebagai kepolosian preventif, dan “law intellegence”.

4) Jaksa Agung muda bidang pidana umum, yang membawahi direktorat,
berfungsi sebagai pemimpin dan kordinator penuntutan di bawah jaksa
Agung.

5) Jaksa Agung muda bidang pidana khusus, yang membawahi direktorat,
Berfungsi sebagai pemimpin dan direktorat penyidikan, dan penuntutan
pidana khusus di bawah jaksa Agung.
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Didalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan
oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum
dan penuntutan umum dalam pengertian jaksa yang sementara menetukan suatu
perkara. Didalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang iniuntuk
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan
pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Penuntut umum adalah jasa yang diberi wewenang oleh undang-undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksankan penetapan hakim.

Melihat perumusan undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum
menyangkut fungsi. Hal penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP.
Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah Pasal,

yaitu Pasal 14 dan Pasal 15.

Dalam Pasal 14 diperinci wewenang tersebut sebagai berikut :

a. Menerima dan meriksa berkas perkara penyedik atau Penyidik pembantu;

b. Mengadakan perpenuntutan apabila ada kekurangan penyidik dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan
memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dan penyidik;

c. Memberikan perpanjangan penahan, melakukan penahan atau penahanan
lanjutan dan atau mengubah status setelah perkaranya dilimpahkan oleh
penyidik;

d. Membuat surat dakwaan;

e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu
perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa
maupun kepad saksi, untuk datang pada sidang yang ditentukan;

g. Melakukan penentutan;
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h. Menentut perkara demi kepentingan hukum;

I. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab
sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;

J.  Melaksanakan penetapan hakim.

E. Peranan Hakim dalam Persidangan

Pengadilan adalah lembaga yang menjalankan salah satu kekuasaan kehakiman
yang merdeka, menyelenggarakan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim guna
untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya (Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).
Inti tugas tersebut adalah memberi kekuasaan pada hakim di pengadilan untuk
mengadili dan memberi keputusan setiap perkara baik perdata maupun pidana.
Tugas ini dilaksanakan oleh hakim, termasuk hakim Pengadilan Negeri, Hakim

Tinggi di Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung di Mahkamah Agung.

Menjalankan tugasnya hakim harus merdeka, harus bebas, tidak boleh ada
pengaruh, kekuasaan pemerintah, tidak boleh ada campur tangan oleh pihak
manapun, hakim harus mandiri. Tujuan penegak hukum dan keadilan menuntut
kepada hakim agar supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang
diajukan kepadanya; ia tidak boleh menolak memeriksa perkara. Hakim adalah
tempat pencara keadilan meminta keadilan. Hakim dianggap mulut undang-
undang (hukum) yang dapat memberikan tafsiran atas peraturan hukum yang
berlaku; untuk itu hakim pula wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat. Putusan-putusan hakim,yang telah mempunyai kekuatan

pasti, harus dilaksanakan dengan baik, bahkan wajib mengawasinya.
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Peranan yang dimaikan oleh hakim sebagai subsistem dalam peradilan pidana
dalam usahanya menanggulangi kejahatan dan penjahat adalah pemberian
hukuman pidana bagi si pelanggar hukum. Tingginya angka penghukuman (high
coviction rate) oleh hakim pada pengadilan terhadap perkara yang masuk, bukan
hanya sebagai petunjuk adanya kemmapuan hakim dalam melaksanakan peraturan
yang berlaku tetapi juga menunjukan adanya kerja sama dan koordinasi antar
lembaga-lembaga sistem peradilan pidana secara baik. Dampak dari adanya
kegiatan hakim yang cepat dan tinggi dalam penyelesaian perkara pidana (crime
clirance) bukan tidak mungkin mampu mencegah jumlah kejahatan karena hal ini
lebih efektif dalam penanggulangan kejahatan. Penyelesain perkara yang cepat
berarti juga kemungkinan risiko penengkapan yang besar dan cepat terhadap calon
penjahat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang berat. Hal ini
menyebabkan pengaruh prevensi atas kejahatan juga sangat ditentukan oleh
efisiensi kerja hakim sebagai sub sistem peradilan pidana. Perlu ditemukan dalam
hal mengenai peran hakim selain sebagai pemberi pidana (straftoemeter) yaitu
peran hakim dalam memberi putusan yang “sesuai dengan hukum dan rasa
keadilan” yang hidup dalam masyarakat, juga dapat penemuan hukum. Dalam
penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1970, hal ini dinyatakan
dengan tegas, bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat.?

Makna dari ketentuan itu memberi peran yang luas pada hakim, bahwa untuk
mendapat keadilan bagi si pencari keadilan andai kata hakim tidak menemukan

hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak terulis, atau hukum yang hidup

®Lord R Delilifie. The Law and Its Compass. Jakarta. Cource Materials Program Pasca llmu
Hukum Universitas Indonesia. 1998.



39

dalam masyarkat. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas berati hakim
harus menyelesaikan setiap perkara “menemukan hukum” (rechtsvinding) lebih
dahulu baru kemudian menetapkan keputusan (vonis). Dalam hal ini berarti hakim
dalam sistem peradilan pidana di samping melakukan peran yudikatif (fungsi

yudisial) hakim juga “dapat” melakukan peran legislatif.

F. Perbedaan Alat Bukti Keterangan Terdakwa dengan Pengakuan

Keterangan terdakwa diletakkan pada urutan terakhir sebagai alat bukti. Demikian
juga dalam setiap menguraikan keterangan saksi baik dalam berita acara
penyidikan, penuntutan maupun persidangan selalu diakhir ia dimintai
keterangannya perihal peristiwa tindak pidana yang ia sendiri lakukan. Hal ini
lebih pada pertimbangan psikologis (psychology and law) “Realibitas Kesaksian”
dari terdakwa agar tidak melakukan otoritas untuk mengubah alur atau kejadian

tindak pidana.

Hakim akan lebih gampang menarik kesimpulan setelah mendengar semua
keterangan saksi korban, keterangan saksi yang melihat dan mendengar tindak
pidana. Kemudian diikuti keterangan terdakwa untuk mengoreksi sekaligus
memberikan keterangan yang dapat ditarik petunjuk dalam menyesuaikan telah

terwujudnya tindak pidana.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan
tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri
(Pasal 189 Ayat 1 KUHAP). Dari uraian Pasal tersebut masih menyimpan
sejumlah kesulitan. Tidak ada perbedaan atau penjelasan apakah pengakuan dapat

dikategorikan sebagai keterangan terdakwa. Bahwa keterangan terdakwa tidak
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perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai
syarat-syarat diantaranya:

1. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.

2. Mengaku ia bersalah.?®
Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, keterangan terdakwa harus ditafsirkan
bahwa keterangan yang bernilai sebagai pengakuan maupun penyangkalan dapat
dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan,
mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri, keterangan
tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, harus disertai atau

ditunjang dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 KUHAP)

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan apabila diucapkan
disidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani
hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200
KUHAP).Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib
memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

1. Hak segera menerima atau menolak putusan.

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak
putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari
sesudah putusan di jatuhkan atau sesudah putusan kepada terdakwa yang
tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo 223 Ayat (2) KUHAP).

3. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah
ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal
ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).

4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan
dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak
hadir yang terdapat dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP.

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1
(menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam Pasal
235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding
belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut

*®Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2009. him.
16
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sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam
perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu:

a.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang
berisikan sesuatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas
perbuatan yang dilakukanya sesuai dengan amar putusan. Pasal 193 Ayat (1)
KUHAP menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan

menjatuhkan pidana”.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin
berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa
terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
Sedangkan terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan
kebebasan terhadap hakim untuk menentukan antara minimum sampai

maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.

Putusan bebas

Putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa
dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di
dakwakan kepadanya tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan maka
terdakwa diputus bebas” (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

Menurut Van Bemmelen, putusan bebas dijatunkan jika hakim tidak

memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah
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terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa

apa yang didakwahkan tidak atau setidak-tidaknya bukan ia yang melakukan.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) diatur
dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP “jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwahkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

tidak merupakan suatu tindak pidana”.

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil
yang diketemukan dalam suatu persengketaan. Di dalam mencapai kebenaran
materiil tersebut tidak cukup hanya berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja,
melainkan juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Sebab walaupun
terdapat alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, tetapi bila hakim tidak
mempunyai keyakinan bahwa terdakwa bersalah atau tindak pidana yang
didakwakan jaksa kepadanya, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas

dari segala dakwaan.*’

Pada dasarnya dalam proses pembuktian dikenal tiga sistem pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif
(positief wettelijk bewijstheorie).

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif

(negatief wettelijk).

?'R. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta. PT. Intermasa. 1987. him. 7
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3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang

logis (laconviction rionnee).?

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif

(positief wettelijk bewijstheorie).

Mendefinisikan bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang
secara positif (positief wettelijk bewijstheorie) ini berusaha untuk menyingkirkan
semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut
peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu

berlakunya asas inkisitor (inquisioir) dalam acara pidana.?®

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa
sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-
alat pembuktian yang disebut Undang-Undang, disebut sistem atau teori
pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (positief wettelijk
bewijstheorie). Dikatakan posotif, karena hanya berdasarkan kepada Undang-
Undang melulu, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat
bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan
sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele

bewijstheori).

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif

(negatief wettelijk).

2bid., him. 247
Z|bid., him. 260
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HIR maupun KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan
Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat
disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP,
berpendapat bahwa pembuktian sistem berdasarkan Undang-Undang secara
negatif (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan,
pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan
terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim
terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun
keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim

dalam melakukan peradilan.®

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang

logis (laconviction rionnee).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang
berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (laconviction rionnee). Menurut
teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya,

keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu

bid., him. 253
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kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan

pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dalam
arti pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda, yaitu pada peraturan
perundang-undangan dan pada keyakinan hakim dan menurut Undang-Undang,
dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.
Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa dari dua alat

bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di dalam sistem pembuktian
negatif menurut Undang-Undang ini ada hubungan yang erat antara keyakinan
hakim dan alat-alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan
hakim dapat diperoleh atau ditimbulkan dari adanya alat-alat pembuktian yang
sah, begitu juga sebaliknya alat-alat pembuktian tersebut harus dapat memberikan
keyakinan pada hakim. Misalnya, walaupun ada sejumlah saksi, maka hakim
dapat membebaskan terdakwa dari segala hukuman, sebab bukanlah hal yang
tidak mungkin bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dibayar untuk

menjerumuskan terdakwa.

Bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif sebaiknya
dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus
ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim

tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang
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mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan

tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.®

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa:”Dalam acara
pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup disukung satu alat bukti yang sah”.
Artinya kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim
diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua lata bukti yang
sah. Setelah alat bukti tersedia perlu segera dilakukan penanggulangan lebih
lanjut, jangan sampai penanggulangan tindak pidana dilakukan jauh setelah

peristiwa itu terjadi sehingga mengakibatkan alat bukti menjadi hilang.

Menurut Pasal 184 KUHAP di atas telah disebutkan bahwa ada lima macam alat
bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka untuk lebih jelasnya akan penulis

uraikan sebagai berikut :

1. Menurut saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang merupakan hal-hal yang dialami
atau didengar atau dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saksi tidak boleh
berupa pendapat atau hasil rekaan saksi, ataupun keterangan dari orang lain.
Keterangan saksi harus diberikan oleh orang yang kompeten, yaitu orang
yang mampu secara hukum. Orang tersebut kompeten apabila tidak di bawah
umur, sadar dan tidak dalam pengampunan, misalnya sakit jiwa.

Selanjutnya, saksi yang memberikan keterangan di muka sidang harus
disumpah, sebab keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak

disumpah, bukan merupakan alat bukti, tetapi dapat dijadikan sebagai bahan

'Wirjono Projodikoro. Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Bandung. Sumur. 1962. him. 25
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tambahan atau sebagai bahan pertimbangan dari adanya alat bukti yang sah.

Apabila seorang saksi tidak bersedia disumpah maka ia harus mengucapkan

janji. Penyumpahan atau janji ini dimaksudkan agar ia memberikan

keterangan yang sebenar-benarnya. Kemudian apabila keterangan saksi itu
palsu, maka setelah diperingatkan oleh hakim, ia tetap pada keterangannya
maka ia dapat ditahan dan dituntut memberikan sumpah palsu sesuai dengan

ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2)

KUHP. Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat

(2) KUHAP adalah :

(1) Apabila keterangna saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang
memperingatkan ~ dengan  sungguh-sungguh  kepadanya  supaya
memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman
pidana yang dapat dikenakan kepadanya apaila ia tetap memberikan
ketrangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena
jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat
memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut

perkara dengan terdakwa sumpah palsu.

Sedangkan bunyi dari ketentuan Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP adalah

sebagai berikut :

(1) Barang siapa yang dalam hal-hal di mana Undang-Undang menetukan
supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengdakan akibat
hukum kepada Kketerangan tersebut, dengan sengaja memberikan

keterangan palsu atau sumpah, dengan lisan atau dengan surat oleh dia
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sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya,
dipidana dengan pidana penajar selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara
pidana dengan merugikan si terdakwa, atau tersangka, maka yang

bersalah dipidana dengan pidana penajar selama sembilan tahun.

Dalam hal saksi ada yang diperkecualikan tidak wajib menjadi saksi, hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 168 sampai dengan Pasal 171 KUHAP sebagai

berikut:

Pasal 168 KUHAP berbunyi:
Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar

keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam segaris lurus ke atas atau ke bawah
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa.

b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa.

Pasal 169 KUHAP, berbunyi :
(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat

memberi keterangan di bawah sumpah.
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(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), mereka

diperbolenkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 170 KUHAP, berbunyi :

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat atau martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban
untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang
dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan

tersebut.

Pasal 171 KUHAP, berbunyi:
Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpabh ialah :

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah
kawin;
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipunkadang-kadang ingatannya
baik kembali.
2. Keterangan ahli
Selain saksi di atas, ada orang lainyang diperlukan keterangannya di depan
sidang pengadilan bukan sebagai saksi, artinya bukan mengenai apa yang
didengar, dilihat dan dialaminya tetapi yang diperlukan adalah tentang
pendapatnya menurut keahliaannya. Keterangan dari orang ini disebut
keterangan ahli dan orangnya dapat disebut sebagai saksi ahli.
3. Surat
Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan

pikiran seseorang sebagai alat bukti. Surat menurut bentuknya diklarifikasikan
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menjadi dua jenis yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat
yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa
yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk
pembuktian. Surat akta diklarifikasikan lagi menjadi 2 yaitu surat akta otentik
dan surat akta tidak otentik (di bawah tangan).

. Petunjuk

Petunjuk disini dapat diidentikkan dengan suatu pemeriksaan di tempat
kejadian perkara. Pemeriksaan di tempat dilaukan oleh hakim dengan dibantu
oleh panitera. Dalam melakukan pemeriksaan di tempat, panitera membuat
berita acara yang ditandatangani oleh hakim dan panitera yang bersangkutan.
Dengan melakukan pemeriksaan di tempat, hakim memperoleh kepastian
tentang peristiwa yang dikemukakan di persidangan. Hasil pemeriksaan di
tempat yang dituangkan dalam berit acara itu merupakan bahan resmi,
sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang
tepat.

Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa atau sering dikenal dengan istilah lain yaitu pengakuan
terdakwa. Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai
kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik
diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan
untuk itu. Pengakuan yang diucapkan di persidangan dapat berupa pengakuan
lisan dan dapat pula pengakuan tertulis yang dibacakan di persidangan.
Pengakuan sifatnya membenarkan seluruh atau salah satu hak atau hubungan

hukum yang dikemukakan oleh penggugat. Pengakuan yang dimaksud adalah
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pengakuan yang berhubungan dengan perselisihan yang tidak dapat
diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat
diketahui bahwa dalam Pasal 184 KUHAP inilah menyebutkan suatu alat-alat

bukti yang sah dalam acara pemeriksaan.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat

bagi masyarakat. Hal ini tergantung pada faktor-faktor, diantaranya:

Harapan masyarakat yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau
tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan
melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.

Kemampuan dan kewibawaan daripada organisasi penegak hukum.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis
empiris. Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan
serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan
yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu
kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan
pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi
sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk
mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan

penelitian atau penulisan hukum.*?

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan,
sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu sebagai

berikut:

1. Jenis Data Primer

%27ainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Cetakan Ketiga. 2001. him.
105.
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Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui
penelitian yang dilakukan dilapangan dan hasil wawancara, yang berupa data,

informasi atau keterangan dari pihak yang terkait dengan permasalahan.

2. Jenis Data Sekunder
Jenis data sekunder adalah jenis data yang telah diolah lebih lanjut dan telah
disajikan oleh pihak lain.*® Data Sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum,
yaitu:
a.Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Undang-Undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan umum.

3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberi penjelasan tentang bahan
hukum primer, seperti literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, karya dari
kalangan hukum dan dokumen pendukung yaitu Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus dan

keterangan dari media sebagai pelengkap.

M. Hariwijaya dan Triton P.B. Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi. Yogyakarta.
Oryza. 2008. him. 58
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C. Penentuan Responden

Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang

2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang

3. Advokat Lembaga Bantuan Hukum : 1 orang

4. Dosen Fakultas Hukum Unila :1orang +
Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini
adalah melalui pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai
berikut:

a. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer ditempuh dengan cara melakukan wawancara
untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis Kkaji.
Wawancara ditujukan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang,

Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder penulis melakukan dengan cara membaca,
mencatat dan mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-

literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data tentang implementasi
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hak tersangka/terdakwa menurut Pasal 52 KUHAP pada perkara pidana dalam

rangka mencari kebenaran materiil.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul
secara keseluruhan, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data

tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing Data
Editing data yakni memeriksa data yang diperoleh, dan diteliti kembali

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga terhindar dari kesalahan.

b. Evaluating Data
Evaluating data yakni memeriksa data yang masuk dan telah melalui proses
editing, selanjutnya dievaluasi sehingga didapat gambaran yang jelas dalam

rangka menjawab penelitian.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yakni melakukan pemeriksaan data yang masuk dan telah
melalui proses editing dan evaluating, dan setelah dirasa cukup baik dan lengkap,
maka data tersebut diklasifikasi dan disusun secara sistematis serta diperiksa dan
dipersiapkan untuk dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data kedalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

E. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, yang merupakan tata

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan
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responden secara nyata, dan perilaku nyata.** Analisa data seperti ini bersifat
deskriptif analisis, yaitu berusaha menganalisa data yang dikumpulkan, dengan
cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai

yang diteliti didapat hasil yang benar-benar valid.

%Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Ul-Press. 2007. him. 32



V. PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitan dan pembahasan, yang dapat diuraikan sebagai berikut maka

dapat ditarik simpulan:

1. Bahwa implementasi Hak Tersangka/Terdakwa di dalam proses komunikasi

pengetahuan antara tersangka/terdakwa dengan penegak hukum jaksa atau

hakim di lain pihak ability atau pengetahuan para pihak terutama terdakwa

sangat berperan dalam usaha untuk mendapkan kebenaran materiil dalam

suatu perkara, dikarenakan kurangnya waktu dan terdapat ketidakseimbangan

pengetahuan antara terdakwa dengan penegak hukum jaksa atau hakim di lain

pihak adalah merupakan kesulitan dalam proses persidangan.

2. Faktor penghambat dalam mengungkapkan kebenaran materil tersebut

a.

Kurangnya tingkat ability atau pengetahuan para pihak terutama
tersangka/terdakwa sangat berperan dalam usaha untuk mendapatkan
kebenaran materil dalam suatu perkara.

Dalam proses yang berlangsung seringkali diwarnai oleh manipulasi dalam
oleh aparat penegak serta adanya asas ultra petita yang membatasi hakim.
Sulitnya menghadirkan saksi dalam persidangan, dikarenakan
kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum
sehingga banyak masyarakat apabila ingin dihadirkan sebagai saksi

merasa takut.
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B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Penegak hukum (hakim dan jaksa) diharapkan mempunyai waktu dalam
proses komunikasi dengan tersangka atau terdakwa dari sudut Hak Asasi
Manusia untuk meminta keterangannya dalam mencari kebenaran materil
dan diharapkan pula perbedaan pengetahuan tentang hukum antara penegak
hukum (hakim dan jaksa) dan tersangka atau terdakwa tidak dijadikan alat
oleh penegak hukum tersebut untuk tidak mendapatkan kejelasan informasi
dari tersangka dalam mencari kebenaran materiiil.

Hakim seharusnya tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa
penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim harus
bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut “fakta” yang sebenarnya,
bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umu maupun

penasihat hukum terdakwa.
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